
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/558 /B.02/HK/2017
 

TENTANG
 

RASIL EVALUASI
 
RANCAl'lGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATtJRAl'l DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
 
TENTANG PAJAK HIBURAN
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan 
Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retrlbusi Daerah; 



Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/2676/SJ Tanggal 8 Juni 
2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hiburan. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
TENGAH TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK H1BURAN. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana 
tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Lampung 'Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung 
Tengah segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daemh tel sebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan 
Daerah dari Gubemur. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mu1ai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian han temyata terdapat kekeTiruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal ~1 Oktobp.r?(;17 

M. RJl!:H' 
Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. 1viehien Keu1ihgwl RI Ui .Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih. 



LAMPIRAN :	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI 558 IB.02lHK/2017 
TANGGAL: 31 OKTOBER 2017 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 

NOMOR 13TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN
 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Keterangan 
1 2 3 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KAliUP..".::t:U ll'IIPUIIQ UJJgtH BOMOR 13 

4 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
BOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK mBURAN 
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TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN 

2. 
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) 

4. 

5. 

Konsiderans Mengingat 

Diklum Memuluskan 

Diktum Menetapkan 

Satang tubuh 
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MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAB TENTAlfG PERUBAH.AN 
ATAS PERATURAN DAERAH KoAaUP M!&1I 
."'P']IJG ".Q.\R NOMOR 13 TAHUB 2011 
TENTANG PAJAK HIBURAlI. 

PualI 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nemer 13 Tahun 2011 lentang 
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah 
Tahun 2011 Nomer 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen 
Lampung Tengah Nomor 10) diubah sebagal berlkut: 

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) hUruf 9diubah, sehingga Pasal 2 berlbunyl 
sebagai berikut : 

-

Peraturan Menter! Dalam Negen Nomer 105 Tahun 2016 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rancangan Peraturan Daercil tentang Retribusi Daerah (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor2080) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAlf DAERAB TltNTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAlf DAERAH 
BOMOR 13 TAHUlI 2011 TENTAlIG PAJAK 
HIBURAIf. 

PaaalI 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Tahun 2011 Nernor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nemor 10) diubah sehingga 
sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (3) huruf 9Pasal 2dlubah, sehingga Pasat 2 
berlbunyi sebagaJ berikut : 

Konsiderans Mengi1ga1 
- Angka 7 dihapus, karena UU i'lo. 12 

Tahun 2011 hanya sebllJai 
pedoman delam pambonlukan 
PerUU.n sehingga liiak pedu 
diGenlumkan dalam Konsidemn 
Mengingat 

- Tambahkan angke batu tenlang 
Pennendagli Nomer 105 Tahun 
2016 

- Penulisan oomor urut, agar 
disesuaikan dangan hirarki per-uu-an 

Frase Diktum Mamuluskan pede akhir 
kalimal lambahkan landa boos tilik dua, 
tanpaspasi 

Dlktum menstapkan disempumakan 

- Pasalldisempumakan 
- Pasal 2 disempllmakan 

\ 



1 2 3 4 5 
l!Pasal2 Pasal2 

(1) Dengan nama Pajak Hlburan dlpungut pajak alas (1) Dengan nama Pajak Hiburan dlpungut pajak alas 
penyelenggaraan hlburan. penyelenggaraan hlburan. 

(2) Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hlburan (2) Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan 
dengan dipungut bayaran. hlburan dengan dlpungut bayaran. 

(3) Hlburan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah : (3) Hlburan sebagaimana dimaksud peda ayat (2) adalah : 
a. Tontonan Film; a. Tontonan Film; 
b. Pagelaran kesenian, muslk, tari dan I atau busana; b. Pagelaran kesenlan, musik, tari dan I atau busana; 
c. Kontes kecantlkan, bina raga dan sejenisnya; c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya; 
d. Pameran; d. Pameran; 
e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenlsnya; 
f. Sirkus, akrobat dan sulap; f. Sirkus, akrobat dan sulap; 
g. Permainan: bilyar, bowting; g. Permainan bilyar, bowling; 
h, Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permalnan h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan 

ketang kasan; ketangkasan; 
i. Panti plJat, refleksl, mandi uap I spa dan pusat kebugaran i. Panti pijat, refleksi, mandl uap I spa dan pusat 

(fitness center) dan kebugaran (fitness center) dan 
j. Perlandingan olahraga j. Perlandingan olahraga 

2. Ketentuan Pasal5 diubah, sehlngga bertlunyi sebagai berikul: Tambahkan katen!uan angka 2 yang 

P8sal5 
(1) Tarlfpajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: 

a. tontonan Film dikanakan tarifPajak Hiburan 
sebesar ".% (.."."""""". persen) dari 
harga landa masuk; 

b. pagalaran kesenian, musik, tali dan/atau 

mengalu, lenlang besalBn lam pajak 
hiburan dan kalentuan Passl 5 diubah 
saSllai ketentuan Pasal45 aya! (3) UU 
No, 28Tahun 2009 
Klasifikasi tam pajak dimaksud dalam 
IBngka manjaga kelestarian kesanian 
rakyatltradisional, pengembangan

busana yang berkelas lokalltradisional budaye nasional dan plBSlesi olah raga 
sebesar 0% (nol persen); anak bang.. yang diselenggalBkan 

c. pagelaran kesenian, musik, tali dan/atau dite~ yang dapa! dikunjungi Dish 

busana yang berkelas naslonal sebesar oemua I",isan masya,akaI 

d. 
".% (.".".""""". persen);
pagelaran kesenian, musik, 
busana yang berkelas 

tari dan/alau 
intemaslonal 

?elda d","t momue! materi mualan 
Iokal Sosua; Katentuan Pasal 236ayal 
(4) UU No. 23 Tahun 2014 

sebesar".% ("".".".""." persen); 
e. pameran yang berifat non komeraial 

sebesar 0%(nol persen); 
f. pameran yang beritat komeraial 

sebesar".% (."""""""." persen); 
g. slrkus, akrobat dan sulap yang berkelas 

lokalltradisional sebesar 0%(nol persen); 
h. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas 

internasional sebesar "." % 
("" .." "" "persen); 

\ 
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i. diskolik. karaoke, k1ab malam dan sejenisnya 

sebesar % ( persen); 
j. panti pijal. refleksi, mandi uap/spa, pusat 

kebugaran (litnes centre) sebesar .....% 
( persen); 

k. permainan bilyar yang menggunakan AC 
dikenakan pajaksebesar ,{, ( persen); 

I. permainan bilyar yang lidak menggunakan AC 
dikenakan pajak sebesar % ( persen); 

m. pacuan kuda yang berkelas lokaillradisional 
sebesar 0 % ( nolpersen); 

n. pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 
..... % ( persen); 

o. pacuan kendaraan bermolor dan permainan 
kelangkasan sebesar sebesar .....% 
( persen); 

p. konles kecanlikan, bina raga dan sejenisnya yang 
berkelas lokaillradisional sebesar 0% (nol 
parsen); 

q. konlers kecanlikan yang berkelas nasional 
sebesar % ( persen); 

r. konles kecanlikan, bina raga dan sejenisnya yang 
berkelas inlernasional sebesar .....% 
( persen); 

s. pertandingan olahraga yang berkelas 
lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 

l. pertandingan olahraga yang berkelas nasional 
sebesar % ( persen); 

u. pertandingan olahraga yang berkelas 
internasional sebesar % ( persen); 

(2) SetJap penyelenggara hlburan pagelaran muslk yang 
diselenggarakan di Hotel atau tempa! lalnnya wajib 
menyetortan uang jaminan. 

(3) Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) baru dilakukan apOOlla izin penyeienggara 
hiburan lelah dlkeluartan oleh Bupati atau Pejabat yang 
dllunJuk. 

(4) Uang laminan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 
uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan 
diperhllungkan kembali selelah pagelaran berakhlr sesuai 
dengan jumlah llkel atau tanda masuk yang te~ual. 

(5) Besamya uang jamlnan sebagalmana dimaksud ayat (3) 
dllelapkan dengan Peraturan Supall. 

5 
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6. Penjelasan 

Pasalll 
Peraturan Daerah Inl mulai be~aku peda langgal dlundangkan 
Agar &WPil\'il setlap prang &ifllIl mengetahuinya, melJ1erintahkan 
pengundangan Peral4ran Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lemparan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

II. PASAL OEMI PASIl.L 
Pasal :l 

CUkup jelas 

Pasalll 
Per;3luran Daerah inl mulal be~aku pad;3 langgal diundaf\jkan 
Agllr setiap orpng mengelah\tinya, memeri~lahkan 

pengundangan Berila Daerah ini denglln penempatannYll dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

II. PASAL OEMI PASAL 
Pasall 

Cukup Jelas 
Pasal II 

Cukupjelas 

Pasal II disempumakan ".'¥Ii dongan 
Lampiran II BAS i '''lka 163 Uooang-
Undang ~omor 12 Tahun 2011 

Penjelasam disempumakan 

GUBERNU~ LAMPUNG, 

)
 

\ 


